BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang peneliti kemukakan sebelumnya
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta wakaf dimasjid Nurussa’adah Desa Tangga Bosi II
mempunyai aset tanah sawah seluas kurang lebih dari £ 2 hektar, yaitu tanah
kebun karet yang dialihfungsikan ke tanah sawah karena lahan tersebut tidak
dapat diberdayakan dan dikembangkan masyarakat selain sawah yang dalam
pengelolaannya dengan petani (penggarap) dengan menggunakan sistem
kerjasama bagi hasil, yang setiap tahunnya 2 kali panen. Perjanjian ini
dilakukan secara lisan atau bertatap muka langsung antara petani dengan
nazir, perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan asas kepercayaan atau
dengan akad muzara’ah. Hasil wakaf tersebut disalurkan untuk kepentingan
pengelola mesjid (nazir) sebanyak 15%, MDTA 15% dan selebihnya untuk
keperluan mesjid (70%) baik dari segi kebersihan maupun untuk pembayaran
rekening listrik. Sehingga wakaf tersebut telah didistribusikan kepada MDTA
atau sarana pendidkan agama islam.

2. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42
dijelaskan bahwa Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Pengelolaan dan

pengembangan harta wakaf tidak sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun
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2004 Tentang Wakaf Pasal 43 Ayat (2) bahwa dijelaskan pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara
produktif. Pengadministrasian harta benda wakaf sesuai dengan Undang-
undang No.41 Tahun 2004 pada Pasal 11 yaitu pengadministrasian harta
wakaf yang mana didalamnya terdapat pendaftaran harta wakaf ke BWI atau
dibawahnya lembaga KUA, aset harta wakaf tersebut belum memperoleh akta
ikrar wakaf (sertifikat) sehingga belum dapat terlindungi secara hukum.
B. Saran
Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran
yang penulis harapkan bisa bermanfaat khusunya untuk penulis, adapun saran
yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya nazir mendaftarkan harta wakaf tersebut untuk memperoleh akta
ikrar wakaf ke Badan Wakaf Indonesia untuk melindungi harta wakaf
tersebut dari masalah terjadinya sengketa atau permasalahan yang lain
dikemudian hari. Agar harta wakaf tersebut memiliki bukti tertulis (sertifikat)
dari lembaga BWI atau dari KUA sehingga mempunyai kekuatan hukum yang
sah.

2. Pemanfaat harta wakaf harus lebih maksimal dan optimal agar dapat dijadikan
sebagai wakaf produktif bukan hanya untuk kemakmuran mesjid saja tetapi
untuk membantu masyarakat baik dari segi pendidikan dan pilar
pembangunan ekonomi masyarakat yang berarti bukan hanya untuk
konsumtif saja tetapi beralih keproduktif karena inilah tujuan daripada

Undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai harta wakaf.
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3. Dalam melakukan perjanjian kerjasama antara nazir dengan petani hendaknya
dilakukan secara tertulis untuk memperkuat perjanjian tersebut.

4. Hendaknya imbalan yang diterima oleh nazir dalam pengelolaan tersebut
sebanyak 10% sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf pada Pasal 12.
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